, g " tkharnowo@gmail.com
{ bein Us . : PMDN
pangan Usaha Indonesia - Lihat Lampiran

: Usaha Mikro

di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagal hak akses
an jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan

1 pertama Waijib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

n di Jakarta, tanggal: 30 Agustus 2021
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanam

Oeg?
&% 1o

an Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 30 Agustus 2021

tem OSS perdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem 0SS, yang menjadi tanggung jawab i
9

Dokumen ini diterbitkan sis

Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secaré elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
h melalui sistem 0SS menggunakan hak akses.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperole
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s ¢. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis
- Pendirian Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomor : 513/BAP/DPMPTSP-
-~ IV/2021 tanggal 25 Agustus 2021, TK HARNOWO layak untuk diterbitkan

izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

o d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf ¢ tersebut di
atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang 1zin
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal TK HARNOWO.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4301);

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

4. Undang-Undang Republik
Republik Indonesia Tahun 2014

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

il
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ERDIAN SYAHRI, S.Sos, M.
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KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN e
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SN

~ Tembusan disampaikan kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu

—Dokumen Ini ditandatangani secara digital/elektronik terse asi sesuai ketentuan Pasa an Pasa
12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang
Nomeor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.
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